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Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

2.

3.

4.

KEPAI„A DESA PLEMBUTAN

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa ten tang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehinkga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yoorakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yoe,'akarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yowakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/ 2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

13. Peraturan Daerah Istimewa Yowakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Istimewa Yoorakarta Tahun 2017 Nomor 1);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yowakarta Nomor
33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan



Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
(Berita Daerah Daerah Istimewa Y0Uakarta Tahun 2017
Nomor 34);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yowakarta Tahun 2017 Nomor
35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah
Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8());

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 33);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);

24. Peraturan Desa Plembutan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2017
Nomor 5);

25. Peraturan Desa Plembutan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2019
Nomor 5);

26. Peraturan Desa Plembutan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran
Desa Plembutan Tahun 2019 Nomor 6);

27. Peraturan Desa Plembutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Plembutan Tahun
2019 Nomor 7);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN

Dan

KEPALA DESA PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PLEMBUTAN TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plembutan Tahun Anggaran 2020
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa 1.908.537.800,00
2. Belanja Desa 1.964.904.683,00

Surpuls/Defisit (56.366.883,00)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan 56.366.883,00
b. Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) 56.366.883,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:



a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pagal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan
Pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALAP SA PLEMBUTAN,

A.
EDI *URP ANTI

Diundangkan di Plembutan
Pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

IB H AR

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2019 NOMOR .8
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA PLEMBUTAB
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES,'

KODE
REKENING

I

1

1.1 01

1.1.01

1.1.02

1.1.02

1.1.03

1.1.03

1.104
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1.1.05

1.1.05
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5.1.

5.1.

5.1.

52.

5.1.

5.2.

52.

5.3.

5.3.

5.3.

5.2.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLEMBUTAN

TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN

3

PENDAPATAN

Pendapatan Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAh

BELANJA

Penyelenggaran Betanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasdan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyedaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATH, Honor PKPKD dan PPKD
dil)

Belanja Barang dan Jasa

Penyedaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam
Listrik dil)

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Insentif/OperasionaI RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Dosa

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pememtahan

Belanja Modal

Pembangunan/RehabiIitasVPeningkatan GedurWPrasarana Kantor Desa

Belanja Modal

Pengadaan peralatan kerja

Belanja Modal

Rehabilitasvpemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa
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ANGGARAN

4
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1.862.787.800,00

2.750.000,00

1.908.537.800,00

073.O$3.448.OQ

756.629.996,00

39.000.000,00

39.000.000,00

549.325.000,00
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34.041.000,00
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ANGOARAN
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KODE
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1

2.1.

2.1.01

2.1.01

2.1.08
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2.1.90
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2.2.02

2.202
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2.3.11
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2.3.99
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2
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5.3.
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52.

5.2.
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URAIAN
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Sub Bidang Pondidikan

Penyelonggaran PAUDffWTPNTKNTPQ/Madrasah NonFormal Milk Desa
(Honor, Pakaian (N)

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac
a)

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan/rehabMasi Gedung PAUD/TK Mük Desa

Belanja Modal

Sub Bidang Kosehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insentif)

Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kad
er Kesehatan dü)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian makanan tambahan untuk

Belanja Barang dan Jasa

Insentif kader kesehatan/KB

Belanja Barang dan Jasa

PAUD

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabiütasi/PeningkataWPengerasan Jalan Lhgkungan
Permukiman

Belanja Modal

Pembangunan/RehabditaWPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo
kan dll)

Belanja Modal

Pembangunan/RehabiEtasi/Peningkatan Balai Desa/BaIai Kemasyarakatan •

Belanja Modal

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Dukungan Pelaksanaan Program Pembanwnan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni GAKIN

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian stimulan jamban sehat

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pemubungan, Komunikasi dan Infonnatika

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baho DII)

Belanja Barang dan Jasa

ANGOARAN

4

78.350000,00
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7.575.000,00

11250.000,00
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3.300.000.00

3.300.000,00

670.735.875,00

82223.375,oo

82.223.375,00

262.775.000,00

262.775.000,00

208.637.500,00

208.637.500.00
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17.100.000,00

160.547.900,00

150.000.000.00

150.000.000,00

10.547.900,00

10.547.900,00

1.950.000,00

1.950.ooo.oo

1.950.ooo,oo
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3.1.
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3.1 m
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52

52

52

52

52

52.

52

52.

52

52

52

52

52
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Urrun

Jasa

dm KeagzrĽ'
Gcot& dan TiO.zt Desa

Feéd Keseriľ', Kegatnaan (HUT
P.J. P..zya Keaoamam Ĺ)

Beiľ'a 

S4ó 

n & 

Stó 

Jasa

Jasa

dvt

guma Prasvana Kepetnĺnaa
Desa

Masyarakd

Errbaga kerna"Ľ8E.ztm

dm Jasa

Trn Desa (TK.P

B.mg Jua
P.op•a

Jasa

L,PUO LPMO

Jasa

PY...K

dm Jasa

Pertzúm dm Peternakm

Tvxarnan PĽvn (dat

dm Jasa

Sub Pemgkäzt Kapsäas Aparaur Desa

Petar03t Desa

Bäľ*a JĽa

BPD

ANOOARAN
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200000,00

20000000

26928300,00

4020000,00

4.320.000,00

"33.500,00

6/33.500,00

400000,00

4/50.000,00

9.725.000,00

9.725.000,00

151.700000,00

4.100.000,00

13.754.335,00

575.000,00

575 ooo,oo

126983500

1269835,00

787.500,00

787.500,00

4.100.00000

4.100 ooo,oo

7.022.000,00

700.000,00

14.30000000

14000000,00

14.300.000,00

3M7.őoopo

1687.500.00

1687.500,00

1230.000,00

í 330.000.00
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4.4.01

4,4.0í 62.

4.4,03

4.4.03 52.

4.0.

4.6.02

4.6.02 5,2.

4.7.

4.7.03

4.7.03 52,

6.1.

5.1.01

5.1.01 5.2.

6.

6.1.
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Sub Okiu•g Pommpo&t, dut 12072200

Peíatman Penyĺůůun Pombeľdayaan P«empuan 4.789.725,00

Ooíanja Joea

Polman dan Ponyandaog Dltäbh 7287300,00

Bolaľua Bäľang dan Jasa 7287.500.oo

Sub Modal 1 nso.ooopo

Poooebban BUM Deoa (Pohtn.an yo &ksanakan Oleh Pemdeo) 1.050.000,00

Barano don Jasa 1.050.000,00

Sub dut

Pongembałvł Thokat Desa 9.075.000,00

Belanja Bäľang dan Jasa 9.075.000,00

Sub Be•cuu 1.000.000'0

Boncana 1.000.000.00

BolonJa Jasa 1.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.964.904.683,00

SURPLU81 (DEF)SIT) (56.366.883'0)

PEMBLAYMN

Ponerimaan Pombiayaan 56.366.883.00

PEMBtAYAAN NETTC 66.366.883m

SISA LEBIH PEMBÍAYMN ANOOARAÄ opo

27 Desember 2019

ä' KEPA'ÄD
PLEN'BäĽôNU ANTI

Z7/ĺ2Q01914.24ä
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PLAYEN
DESA PLEMBUTAN

Alamat: JI. Playen-Paliyan km 2,2, Playen, Gunungkidul, D.I. Youakarta Kode Pos 55861

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN

Terhadap

PERATURAN DESA PLEMBUTAN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR B TAHUN 2019

Pada hari ini 2JMkȚ tanggal

Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS bertempat di Balai Desa Plembutan Kecamatan

Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna BPD Desa Plembutan

menyetujui bersama terhadap Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Desa Plembutan dan ditandatangani

bersama Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plembutan.

OBUPATE ala Desa

KEPALÂ DES
PLEMBUTA

Dra. ANTI

BPD

w YO



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal , 2019
Tempat Balai Desa Plembutan
Acara Rapat Bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

TANDA
NO NAMA JABATAN ALAMAT

GAN

țNĄrłanĂ-

3, tđu-,

Cnî Walą

łvhQ

r-žne


